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Kasus Fermisida Marak

TERUS bertambah dan be-
ragamnya kasus-kasus ke-
kerasan dan pemerkosaan
hingga pembunuhan terha-
dap perempuan dari tahun
ke tahun semakin membe-
narkan hahwa keberadaan
Rancangan Undang Undang
Penghapusan Kekerasan Sek-
sual (RUU.RKS). perlu segera
disahkan.

“Semua kasus kekerasan
seksual terhadap perempuan
menunjukkan betapa men-
desak perundang-undangan
r;an kebijakan pemerintah
untuk memutus keberulangan
kasus kekerasan seksual haik
di ranah personal, publik/
komunitas, maupun negara,”

RUU PKS Diaharkan

ungkap Komisioner Komnas
Perempuan; Rainy Hutaharat,
menanggapt kasus femisida di
hotel kawasan Menteng, Ja-
karta Pusat, haru-baru ini.
Fernisida adalah pembunuh-
an perempuan oleh laki-laki
karena korban ialah perem-
puan. Femisida terutama

didorong agresi, penaklukan,

kepemilikan, dan kebencian.
Dalam kajian Komnas

Perempuan, sebut Rainy, un--

dang-undang yang ada tidak
lagi memadai karena hanya
menghukum pelaku tanpa
menjamin ketidakberulangan
melalui rehabilitasi pelaku
serta membangun budaya
tanpa kekerasan terhadap

perempuan dan anak perem-
puan.

“Mendesak adanya perun-
dang-undangan yang manpu
mengenali ragam Kastis ke
kerasan seksual, memenuhi
hak-hak korban secara
restoratif, sekaligus menjamin
ketidakberulangan kekerasan
seksual,” sambungnya.

Menurut Rainy, secara khu-
sus RUU PKS merupakan lex
specialis yang menjamin pe-
menuhan hak-hak korban, an-
tara lain hak atas pemulihan,
restitusi, juga mengupayakan
rehahilitasi pelaku dan peng-
hapusan kekerasan seksual
dalam masyarakat dengan
mewajibkan pemerintah mau-

pun masyarakat sipil terlibat
membangun kawasan hebas
kekerasan. Perundang-un-
dangan yang ada sekarang
belum mengenali femisida
dan mengakomodasi aspek
pembunuhan berbasis gen-
der dalam pidana terhadap
pelaku.

Hal senada juga diungkap
Lembaga Hukum Asosiasi
Perempuan [ndonesia untuk
Keadilanh (APIK). Menurut As-
nifriyal]rgi Damantk, tindakan
pemerintah dalam merespons
kasus femisida belum ada
kemajuan. Kebijakan masth
bersifat parsial di tingkat
institusi penegak hukum.
(Far/i-l)
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